BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengaturan suatu ketentuan tindak pidana haruslah memenuhi asas lex certa,
termasuk pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan
pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil

Presiden sebagaimana dirancang dalam RKUHP.

Dalam unsur 'penghinaan’ pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP mengenai tindak
pidana penghinaan terhadap pemerintah, diketahui bahwa perumusan unsur
tersebut tidak memberikan cakupan yang cukup jelas terkait ketepatan atas
perbuatan apa yang termasuk dalam ruang lingkup maupun yang dikecualikan dari
ruang lingkup Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP. Selain itu timbul permasalahan
karena unsur 'penghinaan’ dalam kedua pasal tersebut tidak memberikan kejelasan
terkait perbuatan apa saja yang dikecualikan dari ruang lingkupnya. Selain itu,
permasalahan timbul karena Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP tidaklah
dirumuskan secara jelas dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapali,
yaitu untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur

‘penghinaan’ pada kedua pasal tersebut tidaklah memenuhi asas lex certa.

Selain pada tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, unsur 'penghinaan'
juga terdapat pada tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau
Wakil Presiden dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP. Perumusan unsur
‘penghinaan’ dalam kedua pasal tersebut dinilai telah memberikan kejelasan terkait
cakupan perbuatan apa saja yang termasuk maupun yang dikecualikan dari ruang
lingkup kedua pasal. Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP pun telah dirumuskan
dengan cukup jelas dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu
untuk melindungi nama baik dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Oleh
karena itu, perumusan unsur ‘penghinaan’ dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP

telah memenuhi asas lex certa.
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Terkait unsur 'keonaran dalam masyarakat' pada Pasal 284 dan Pasal 285
RKUHP, perancang RKUHP tidak memberikan kejelasan terkait apa saja yang
termasuk maupun yang dikecualikan dari ruang lingkup Pasal 284 dan Pasal 285
RKUHP. Unsur inipun tidak dirumuskan dengan cukup jelas apabila dikaitkan
dengan tujuan dari kedua pasal tersebut, yaitu untuk mencegah timbulnya
perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
sebab tidak ada kriteria yang jelas terkait ruang lingkup unsur tersebut. Oleh

sebab itu, unsur 'keonaran dalam masyarakat' tidak memenuhi asas lex certa.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana
penghinaan terhadap pemerintah pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP tidaklah
memenuhi asas lex certa, sedangkan rumusan tindak pidana penghinaan terhadap
martabat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dirancang pada Pasal 263 dan

Pasal 264 RKUHP telah memenuhi asas lex certa.

Selain telah menganalisis dan menyimpulkan mengenai terpenuhi atau tidaknya
asas lex certa dalam rancangan kedua tindak pidana tersebut pada RKUHP, topik
penting lainnya ialah berkenaan dengan sah atau tidaknya pembatasan hak
kebebasan berpendapat melalui tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah
dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden
dalam RKUHP.

Setelah melakukan berbagai analisis, penulis menyimpulkan bahwa rumusan
tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP, yaitu pada Pasal
284 dan Pasal 285, telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah.
Penilaian tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria legality (legalitas)
dalam upaya membatasi hak kebebasan berpendapat yang termasuk sebagai
qualified rights. Selaras dengan tidak terpenuhinya kriteria legality (legalitas),
sebagaimana berdasarkan hasil dari peninjauan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, apabila hendak merumuskan kembali tindak
pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP maka harus rumusan
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tersebut harus memenuhi asas lex certa, yang mana berdasarkan analisis penulis

ialah tidak terpenuhi dalam rumusan yang sekarang dirancang pada RKUHP.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan
terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP, yaitu pada Pasal
263 dan Pasal 264 RKUHP, telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara
tidak sah. Penilaian tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya Kriteria necessity
(dibutuhkan) dan kriteria proportionality (proporsionalitas) dalam upaya
membatasi hak kebebasan berpendapat yang termasuk sebagai qualified rights.
Selaras dengan tidak terpenuhinya kriteria kedua kriteria tersebut, sebagaimana
berdasarkan hasil dari peninjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
6/PUU-V/2007, apabila tujuannya hanya sebatas melindungi martabat dan nama
baik Presiden atau Wakil Presiden, maka penerapan hukum dengan membedakan
penghinaan dari segi kualitas yang dihina akan dapat memberikan perlindungan
yang lebih adil dibanding ketentuan dalam tindak pidana penghinaan terhadap
martabat Presiden atau Wakil Presiden. Yang perlu dicatat ialah perlu terlebih
dahulu dilakukan perbaikan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap
pemerintah yang dapat memenuhi asas lex certa.

Dari berbagai kesimpulan tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan yang tersisa, yaitu tidak terpenuhinya asas lex certa pada rumusan
tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 284 dan Pasal 285
RKUHP vyang berakibat pada tidak sahnya pembatasan hak kebebasan
berpendapat karena tidak memenuhi Kkriteria legality (legalitas) mengingat

terlanggarnya asas lex certa.

Selain itu, permasalahan juga timbul pada tindak pidana penghinaan terhadap
martabat Presiden atau Wakil Presiden terkait analisa penulis yamg menilai bahwa
penerapan penghinaan dalam tindak pidana ini haruslah dibedakan dari kualitas
yang dihina. Apabila penghinaan ditujukan terhadap kualitas pribadinya, maka
hukum yang seharusnya berlaku adalah tindak pidana penghinaan terhadap orang

biasa, atau dalam RKUHP terdapat di Bab XIX, sedangkan apabila penghinaan

147



ditujukan terhadap kualitasnya sebagai pejabat, maka seharusnya diterapkan
tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah, atau Pasal 284 dan Pasal
285 RKUHP. Akan tetapi penerapan hasil analisa tersebut terkendala dengan tidak

terpenuhinya asas lex certa pada rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP.

5.2. Saran

Melihat berbagai permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis
kepada perancang RKUHP dalam rangka menyelesaikan permasalahan-

permasalahan di atas.

Pertama, memperbaiki rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP terkait tindak
pidana penghinaan terhadap pemerintah agar memenuhi asas lex certa. Perbaikan
tersebut  dapat dilakukan dengan  memperbaiki rumusan  dengan
mempertimbangkan hasil tes yang dilakukan penulis. Penulis pun merekomendasi
untuk mempergunakan hasil perumusan ulang Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP
yang telah dirancang penulis dalam bab sebelumnya, baik dengan atau tanpa
perubahan yang seperlunya.

Kedua, menghapus Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP terkait tindak pidana
penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden yang kemudian
dilanjuti dengan penegasan dalam naskah akademik RKUHP bahwa penghinaan
terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden yang ditujukan terhadap kualitas
pribadinya akan diberlakukan tindak pidana penghinaan terhadap orang biasa
sebagaimana terdapat di Bab XIX, sedangkan apabila penghinaan ditujukan
terhadap kualitasnya sebagai pejabat, maka diterapkan tindak pidana penghinaan
terhadap pemerintah yang sah, atau Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP yang telah

diperbaiki rumusannya sehingga memenuhi asas lex certa.

Ketiga, penulis menyarankan kepada pihak pembentuk peraturan perundang-
undangan untuk kedepannya berhati-hati dalam merumuskan suatu ketentuan,
terutama ketentuan pidana untuk menghindari perumusan yang melanggar asas lex

certa, serta untuk selalu mempertimbangkan dengan teliti dan cermat urgensi dan
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tujuan ketika hendak merumuskan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan yang
dapat dipidana demi menghindari terjadinya pembatasan hak asasi manusia oleh

negara secara tidak sah.
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